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PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Bgr
> Ny y R 1
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di
bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, umur 35 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor,
Provinsi Jawa Barat, email xxxxxxxxxxxxx@gmail.com sebagai
Penggugat;
Lawan
Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, tempat kediaman diota Bogor, Provinsi Jawa
Barat, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannnya tanggal 09 Januari 2025
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register
Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Bgr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada 07 Januari 2007 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan, Kota
Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 089/89/1/2007 tertanggal
08 Januari 2007;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat

berstatus perjaka;
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3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di
rumah bersama yang beralamatkan di Kp Sawah Bera RT 001 RW 004
Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi
Jawa Barat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan

sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang

anak yaitu:
4.1 Anak 1;
4.2 Anak 2;

5. Bahwa Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat sekitar 7
(tujuh) tahun 1 (satu) bulan, sejak itu Tergugat sudah tidak pernah
memperdulikan Penggugat, tidak memberikan nafkah, baik nafkah lahir
maupun nafkah batin yang mana Penggugat terpaksa pergi sekitar
Desember 2017, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah
berpisah rumah dan sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana
layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan
hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan
memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3.  Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang
dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat pada
perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat tidak dapat
didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK

XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, tanggal

13 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Selatan Kota Bogor

Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 08 Januari 2007, bukti
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surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;;
B. Saksi

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kota Bogor, Jawa Barat di persidangan saksi
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
yang menikah tahun 2007;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
terakhir di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota
Bogor, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar
akhir tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan
tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak
ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami
istri lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
bertempat tinggal di Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai
hubungan sebagai suami istri;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar awal tahun
2007,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina
rumah tangga di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan,
Kota Bogor;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak
sekitar bulan Desember 2017, rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah tidak
memperdulikan  Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah, baik lahir maupun
bathin kepada Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.
Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2., Penggugat dan
Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan
ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama
untuk memeriksa dan menyelesaikannya;
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Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai
tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama
Bogor, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor
berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan
Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai,
maka Penggugat dan Tergugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal
standing sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak
yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara
elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Adminstrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo
Keputusan  Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama  Nomor
056/DJA/HK.05/SK/1/2020 Tentang Pelaksanaan Adminstrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, serta Perma Nomor 7
Tahun 2022 sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap perkara yang
diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilakukan pemanggilan para pihak
melalui elektronik dan melalui Kantor Pos, oleh karena itu gugatan Penggugat
dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang (in person) menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat ternyata
tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan
surat panggilan, yang disampaikan melalui surat tercatat dan dibacakan
dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
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tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan
yang sah;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat
agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan
demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil’/kuasa hukumnya di
persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi
sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi karena sejak tahun 2017 yang lalu Tergugat sudah tidak pernah
memperdulikan Penggugat, tidak memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun
nafkah batin, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah
pisah rumah sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak
dapat didengar sebab Tergugat tidak pernah datang di persidangan;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah datang di persidangan namun karena perkara ini perkara
perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.2) dan 2 (dua) orang saksi,
yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda
Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh
karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf
(b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan tentang identitas dan
domisili Penggugat saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan
dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta
otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, telah sesuai dengan Pasal 165 HIR., jo Pasal 1870 KUHPerdata dan
Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan
terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai sampai
sekarang, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berhak
dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio). Oleh karena
itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di
persidangan, telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1)
HIR., 145 ayat (1) HIR dan 147 HIR, karena telah memenuhi batas minimal
saksi, dan keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain
itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (in person), telah menghadap sendiri ke
persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah
sumpabh;

Menimbang, bahwa secara materil saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada
pokoknya menerangkan Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan
Penggugat, tidak memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin,
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dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7
(tujuh) tahun 1 (satu) bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta pisah
rumah yang disaksikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, Majelis

Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
dan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, tidak
memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun 1
(satu) bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin
hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun
tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat tentang
menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis
Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa
Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang tidak
pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat berkualitas
hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan
Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan
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Agama Bogor sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perceraian karena Tergugat
sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, tidak memberikan nafkah, baik
nafkah lahir maupun nafkah batin, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan dan antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya
suami dan istri hingga saat ini serta sikap Penggugat di persidangan yang
sangat kuat untuk bercerai dan Penggugat sudah tidak mau untuk melanjutkan
perkawinan maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
pecah dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih pihak keluarga maupun Majelis,
menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun sikap
Penggugat menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan
Majelis, dan Penggugat berkesimpulan untuk tetap melanjutkan gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya
sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sesuai maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam), bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan
istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-
masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa salah satu pihak telah meninggalkan
pihak lain selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya dan tidak ada harapan untuk kembali
rukun di kediaman bersama, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya
perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014-Rumusan Hukum Kamar Peradilan
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Agama-4 yang menyebutkan bahwa “Indikator Broken Marriage, gugatan cerai
dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken
marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak
berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu
pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami
istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang
ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan
lain-lain)” dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2022 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama
angka 1 Hukum Perkawinan huruf b angka 1) yang menyatakan bahwa
"Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban
nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri
tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan."

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya ada perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah ranjang
atau tempat tinggal tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai
suami istri, usaha damai tidak berhasil memperbaiki rumah tangganya, bahkan
dalam perkara aquo kedua belah pihak bertekad untuk bercerai akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi
salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim
berkeyakinan telah cukup alasan bahwa perceraian merupakan alternatif yang
terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah sejalan
dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Rasulullah SAW.

Jraty s

Artinya : “Tidak boleh berbuat madharat dan menimbulkan madharat”.
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2. Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab Figh Sunnah Jilid 2 halaman 291

sebagai berikut :

W s Laglial G 3 pdall alpe dna glhien Lag Lgw a3l sl 4 g0 e al 13
OF aey gl @l 13l Al Al | olB) \ghlhs ila g gl SUE] Ga clld )
Loz T hal

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan
kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi

untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk
memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu

hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti
kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan
rumah tangga yang sudah tidak terjalin keharmonisannya, hanya akan
membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan
teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya
kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim
sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat
Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim
sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

5 tho Yo mai ad gais pls axzgll sl o laiai iz SNl pllas pMundl Lzl 28
221 Gle @S ol olie Jaiw¥l 0Y o) 1t 0o S0 izs )l dlall guas cu>

allasll 2, oLl 13n 9 .xgell ozdl puzg 3l
Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat
perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab
dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri
dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan
dengan semangat keadilan”.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian
alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi
maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan
Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2
(dua) gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian
pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2
huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat
adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan serta
tidak pula terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang
dibenarkan oleh hukum (default without reason) dan gugatan Penggugat tidak
melawan hak dan beralasan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis

yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi
bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sangidin,
S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Rivai, S.H. dan H. Muammar,
S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis
Hakim tersebut dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi
Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut
dengan dibantu oleh Wardah Hamzah, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
TTD
Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
TTD TTD
Drs. Ahmad Rivai, S.H. H. Muammar, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti
TTD

Wardah Hamzah, S.H.l.
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya Proses ‘Rp 100.000,00
- Panggilan ‘Rp 14.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah ‘Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
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